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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potergjalp daerah sebagai sumber Pendapatan Asli
Daerah (PAD) kota Baubau dengan menggunakan analisilay Metode pengumpulan data yang
digunakan adalah wawancara dan studi dokumen. Ba#disis dengan analisisverlayHasil
penelitian menunjukkan pertumbuhan dan kontribukikdkan matrik berdasarkan berdasarkan
analisis overlaytahun 2014-2016. Untuk tahun 2014 yang masuk kétggiona yaitu pajak hotel,
pajak restoran, pajak reklame, pajak penerangan,jaka perolehan hak atas tanah dan bangunan dan
pajak bumi dan bangunan (PBB). Dan kategori berlmbyaitu pajak hiburan dan pajak mineral
bukan logam dan batuan. Sedangkan tahun 2015 yaegknkategori prima yaitu pajak hotel, pajak
restoran, pajak reklame, pajak hiburan, pajak @emg@an jalan dan pajak bumi dan bangunan (PBB).
Dan kategori berkembang yaitu pajak parkiran. Datedori terbelakang yaitu pajak mineral bukan
logam dan batuan. Dan kategori potensial yaitu pesolehan hak atas tanah dan bangunan.
Sedangkan untuk tahun 2016 yang masuk kategoninapyiaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak
reklame, pajak penerangan jalan, bea perolehamatasktanah dan bangunan dan pajak bumi dan
bangunan (PBB). Dan kategori berkembang yaitu ppgakir sedangkan kategori terbelakang yaitu
pajak mineral bukan logam dan batuan karena perbarbdan kontribusi 1.

Kata Kunci : Overlay, Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah

ABSTRACT

This study aims to determine the potential of Ideaks as a source of local revenue (PAD) Baubau
city by using overlay analysis. Data collection hoets used were interviews and document studies.
Data analysis with overlay analysis.The resultsveba that growth and contribution were based on
matrix based on overlay analysis of 2014-2016. theryear 2014 which entered the prime category
of hotel taxes, restaurant taxes, advertisemenedasstreet lighting taxes, land and building
acquisition fees and land and building tax (PBB)dAhe developing category of entertainment taxes
and non-metallic mineral and rock taxes. While ylear 2015 which entered the prime category of
hotel tax, restaurant tax, advertisement tax, déatement tax, street lighting tax and land and
building tax (PBB). And the developing categonpafking tax.And the backward category of non-
metallic mineral and rock taxes. And the potendategory is the duty of acquisition of land and
building rights. While for the year 2016 which eetkthe prime category of hotel taxes, restaurant
taxes, advertisement taxes, street lighting tales] and building acquisition fees and land and
building tax (PBB). And the developing categorpatfking tax whereas the underdeveloped category
is nonmetallic mineral taxes and rocks due to ghoartd contributiorn< 1.
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1. PENDAHULUAN

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, pafiarpdan penyerahan wewenang
serta tugas dan urusan pemerintahan pusat kepadahdsecara nyata dan bertanggung
jawab harus diikuti dengan peraturan, pembagianpgammanfaatan sumber daya nasional
secara adil dan merata, termasuk didalamnya penigamakeuangan antara pemerintah
pusat dan daerah. Keyakinan pemerintah dalam mekaju pembangunan nasional
dengan otonomi daerah adalah dengan dikeluarkanmyang-undang No. 23 tahun 2014
tentang pemerintah daerah dan undang-undang Nah3® 2004 tentang perimbangan
keuangan antara pemerintah pusat dan daerah sefémg:undang No. 28 tahun 2009
tentang pajak daerah dan retribusi daerah setéafind didalam undang-undang No 28
tahun 2009 pada bagian ke 16 pasal 77 tentang RiBBodgian ke 17 pasal 85 tentang
BPHTB pemerintah telah memberikan kewenangan kepmeaerintah daerah untuk
mengelola PBB-P2 dan BPHTB dimasing-masing daemadarth pelaksanaannya paling
lambat pada tahun 2014.

Realisasi pelaksanaan otonomi daerah memerlukarbestsnmber penerimaan
daerah yang diharapkan dan diupayakan dapat mermjadyangga utama dalam
membiayai kegiatan pembangunan di daerah. Pemerirdaerah harus dapat
mengupayakan peningkatan penerimaan yang berasallatrah sendiri sehingga akan
memperbesar tersedianya keuangan daerah yangdigpaakan untuk berbagai kegiatan
pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintals ldapat cepat mengidentifikasi
sektor-sektor potensial sebagai motor penggerakoprgunan daerah, terutama melalui
upaya pengembangan potensi Pendapatan Asli Daefdb).([1]

Dalam upaya menciptakan kemandirian daerah, Petatapssli Daerah (PAD)
menjadi faktor yang sangat penting dimana PAD akenjadi sumber dana dari daerah
sendiri [2]. Namun demikian, realitas menunjukkaimwa PAD hanya mampu membiayai
belanja pemerintah daerah paling tinggi sebesar. 28}%

LPEM-FEUI menyatakan bahwa untuk melihat kesiapamegrintah daerah dalam
menghadapi otonomi daerah khususnya di bidang kewardiukur dari seberapa jauh
kemampuan pembiayaan urusan bila didanai sepenubleyiaPendapatan Asli Daerah
(PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) [4]. Menurut UU N@&3 tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat daeriRh Daerah, komponen
pendapatan asli daerah (PAD) terdiri dari pajakalgeretribusi daerah, hasil pengelolaan

kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain BABg sah [5]. Empat komponen
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sumber PAD tersebut diharapkan dapat memberikartrikosi yang positif untuk
peningkatan PAD.Kota Baubau merupakan salah sata yang terletak di propinsi
Sulawesi Tenggara. Kota Baubau sebagai salah saduyleng diberi hak otonomi atas
daerahnya masing-masing untuk mengatur rumah tagggsendiri guna melaksanakan
pembangunan. Pemerintah kota Baubau dan wargahgasiagkan mampu bekerjasama
dalam mengelola dan memaksimalkan potensi sumbamoeki untuk memaksimalkan
pendapatan daerahnya. Potensi yang dapat dimaksimkbta Baubau yang merupakan
sumber pendapatan asli daerah (PAD) adalah Pagaligang terdiri dari pajak Kota
yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburaagalp reklame, pajak penerangan jalan,
pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak papkiak air tanah, pajak sarang burung
walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkobea perolehan hak atas tanah
dan bangunan, Retribusi daerah yang terdiri d&iibresi jasa umum, retribusi jasa usaha,
dan retribusi perizinan tertentu, serta lain-lailDPyang sah yang terdiri dari hasil
penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkasa jgiro, pendapatan bunga,
keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap maag asing, dan komisi, potongan,
ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjuadaviadau pengadaan barang dan/atau jasa
oleh daerah harus dioptimalkan dalam rangka memdukelaksanaan otonomi daerah.
Besarnya penerimaan yang berasal dari daerah al@mpemgaruhi besarnya laju
pertumbuhan pendapatan asli daerah.

Untuk lebih meningkatkan dan mengoptimalkan pentdepasli daerah, maka perlu
dilakukan upaya-upaya ekstensifikasi terhadap swsim@ber pendapatan asli daerah
Kota Baubau disamping itu perlu juga dilakukan peamaan yang komprehensif dalam
penganggaran keuangan daerah agar rencana pemaarsglaras dengan pengembangan
Kota Baubau. Untuk mengetahui jenis pajak daeraly ymtensial diperlukan identifikasi
atau klasifikasi kondisi yang didasarkan pada jlmdéarta perkembangan setiap jenis
Pendapatan Asli Daerah (PAD). Identifikasi ini Hil@aan dengan cara mematrik antara
kontribusi penerimaan dan pertumbuhan penerimaaknil ini sering disebut dengan
analisisoverlay. Dengan teknik ini akan diketahui jenis pajak daemana yang potensial,
sehingga dapat membantu dalam melakukan perencanaan

Kontribusi adalah besaran sumbangan yang diberdtas sebuah kegiatan yang
dilaksanakan [6]. Upaya untuk meningkatkan pendapaisli daerah dapat dilakukan
pemerintah daerah melalui peningkatan pengelolaamupgutan pajak daerah yang baik

sehingga dapat mengoptimalkan penerimaan pajakaldadan dapat meningkatkan
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Pendapatan Asli Daerah itu sendiri. Apabila PAD mgkat dan mampu membiayai
pemerintahan dan pembangunan di daerah, metkeagkntungan keuangan kepada
pemerintah pusat akan semakin berkurang [7]. Datemelitian ini akan dilakukan
analisis mengenai perkembangan dan laju pertumbBeadapatan Asli Daerah dan Pajak
Hotel.

Teknik overlay merupakan pendekatan tata guna l@matscape. Analisis overlay
ini juga dimaksudkan untuk melihat deskripsi kegmatekonomi yang potensial
berdasarkan kriteria pertumbuhan dan kriteria kioasi. Teknik overlay ini dibentuk
melalui penggunaan secara tumpang tindih (serifusyeeta yang masing-masing
mewakili faktor penting lingkungan/ lahan.Tujuamdaanfaat teknik analisis overlay ini
untuk melihat deskripsi kegiatan ekonomi yang psitdrberdasarkan pertumbuhan dan
kriteria kontribusi. [8]

Analisis Overlay dimaksud adalah untuk melihat dipsk kegiatan jenis pajak
daerah yang potensial berdasarkan kriteria perthanbwdan kriteria kontribusi. Untuk
mengetahui jenis pajak daerah diperlukan idensfikatau klasifikasi kondisi yang
didasarkan pada jumlah serta perkembangan setgpRendapatan Asli Daerah (PAD).
Identifikasi ini dilakukan dengan cara mematrik aaat komposisi penerimaan dan

pertumbuhan penerimaan.

2. METODE PENELITIAN

Jenis data yang digunakan dalam penelitian inisdddata kualitatif dan kuantitatif.
Data kualitatif adalah data-data yang disajikamtebentuk uraian terdiri dari kumpulan
data non angka [9]. Data kuantitatif adalah jedmsta yang dapat diukur atau
dihitung secara langsung, yang berupa informasi péajelasan yang dinyatakan dengan
bilangan atau berbentuk angka [10] .

Populasi adalah keseluruhan kelompok orang, pgastitau hal yang ingin peneliti
investigasi [11]. Sampel terdiri atas sejumlah atggyang dipilih dari populasi [11]
Populasi dalam penelitian ini adalah laporan paja&rah dan Pendapatan Asli Daerah
(PAD) kota Baubau.Sampel dalam penelitian ini du#dg@oran laporan pajak daerah dan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Baubau tahun-20146.

Metode pengumpulan data yang relevan dengan peliggara masalah, yaitu penelitian
lapangan dan kepustakaan. Penelitian lapandeid (research dilakukan dengan

pengamatan secara langsung melalui observasi darangara pada bagian perusahaan,
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khususnya bagian keuangan, serta sejumlah inforgeaeg terkait, untuk mendapatkan
informasi yang akurat dan lengkap yang berhuburdgmmgan penulisan ini. Penelitian
kepustakaanliprary research penulis menggunakan beberapa teori dari litedi#tenatur

yang berhubungan dengan masalah yang akan dijaBhs.

Metode Analisis Data
Untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telafukia, maka teknik analisis data
yang digunakan adalah analigiserlay [13]. Adapun tahapan yang digunakan adalah
sebagai berikut:
1. Analisis pertumbuhan pajak daerah

Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan masing-magng pajak daerah digunakan

rumus :

. Xit=Xi (t—1)
gXl == (1)

x 100 % [14]
Dimana :
gXi = Pertumbuhan pajak daerah jenis i
Xit = Jumlah jenis pajak daerah tahun ke t
Xi (t-1) = Jenis pajak daerah tahun ke t-1
2. Analisis kontribusi pajak daerah terhadap Pendapasti Daerah (PAD)

Untuk mengetahui kontribusi masing-masing jenislpajaerah digunakan rumus:

. Xi
wXi = ;1 X 100% [15]

Dimana :
wXi = Kontribusi pajak daerah jenis i
Xi = Jumlah pajak daerah jenis i
X = Total pajak daerah
3. Analisisoverlay(Klasifikasi Pajak Daerah).
Untuk mengetahui jenis pajak daerah diperlukan tifilesisi atau klasifikasi kondisi
yang didasarkan pada jumlah serta perkembangapgetiis Pendapatan Asli Daerah

(PAD). Identifikasi ini dilakukan dengan cara meénkaantara komposisi penerimaan



Jurnal limiah Akuntansi Manajemen Volume 2 NomerNRovember 2019
ISSN (print): 2598 - 0696, ISSN (onlin@684-9283
DOI :https://doi.org/10.35326/jiam.v2i1

dan pertumbuhan penerimaan. Secara tabel matrikpdsisi penerimaan dan

pertumbuhan penerimaan jenis pajak daerah dajfzdtdsebagai berikut :

Tabel 1.Matrik Komposisi Penerimaan dan PertumbuhanPenerimaan
Jenis Pajak Daerah

Kontribusi
Pertunbuhan wXi > 1 (tinggi) gXi <1 (rendah)
wXi > 1 (tinggi) Prima Berkembang
gXi < 1 (rendah) Potensial Terbelakang

Ket :
wXi = Kontribusi pajak daerah jenis i

gXi = Pertumbuhan pajak daerah jenis i

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Hasil Penelitian
Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bauba@iahun 2014-2016

Tabel 2. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Ka Baubau
Tahun 2014-2016

No | Tah | Pajak Daerah Retribusi Hasil Lain-lain Total PAD
un Daerah pengolahan pendapatan
kekayaan daerah| daerah yang
yang dipisahkan sah

1 2014 11.438.566.186 29.106.576.889 2.674.592.706 12.830.749.408 56.050.485.189
2015 13.389.629.039 3.495.338.25( 2.344.173.608 17.251.831.086 36.430.971.983
3 2016 18.387.214.641 4.584.476.17( 4.604.692.565 10.579.196.306 43.540.205.382
Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Baubau LaRaalisasi Penerimaan APBD, (data diolah)

N

Dari Tabel 2 dapat dilihat bahwa selama periodehBr anggaran Kota Baubau
realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (P&BJerung meningkat.Pada tahun
2014 pada pajak daerah cukup tinggiitu dilihat datal Pendapatan Asli Daerah
(PAD) Kota Baubau sebesar Rp. 56.050.485.189. Rddan 2015 total Pendapatan
Asli Daerah (PAD) Kota Baubau mengalami penurunaaituy sebesar Rp.
36.430.971.983. Pada Tahun 2016 Pendapatan AsliabDa@AD) Kota Baubau
kembali mengalami peningkatan yaitu sebesar seBgsat3.540.205.382.
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Pendapatan Pajak Daerah dan Target Penerimaan tertdap PAD Kota Baubau
Tahun 2014 — 2016

Tabel 3. Pendapatan Pajak Daerah dan Target Peneriaan terhadap PAD
Kota Baubau Tahun 2014 — 2016

No Tahun Realisasi Pajak PAD Pertumbuhan | Kontribusi
Anggaran Daerah (%) (%)

1 2014 11.438.566.18656.050.485.189  41,57% 20,41 %

2 2015 13.389.629.03936.430.971.983 14,57 % 36,75 %

3 2016 18.387.214.64143.540.205.382 27,18 % 42,23%

Sumber :Dinas Pendapatan Daerah Kota Baubau Lag®alisasi Penerimaan APBD, (data diolah)

Berdasarkan Tabel 3 di atas bahwa dalam menentiakget penerimaan dari
pajak daerah lebih didasarkan pada kaidah inkreahédihaikkan sekian % dari tahun
lalu), atau dengan menggunakan perkiraan, Perkisarget tersebut sebenarnya tidak
melihat potensi penerimaan sebenarnya yang ada padsyarakat. Potensi
penerimaan daerah untuk masing-masing jenis pagakatl belum dihitung secara
menyeluruh. Berdasarkan Tabel 3 di atas juga @drlimhwa setiap tahunnya antara
realisasi dan target terjadi selisih perkiraan ybegoeda dimana terkadang realisasi
melampaui target dan terkadang sebaliknya. Beluamysd perubahan yang signifikan
terhadap peningkatan PAD sampai saat ini (khusugajak daerah) disebabkan
antara lain oleh ketidakmampuan daerah dalam membuategi koleksi dan
memetakan potensi pajak daerah. Teknik yang digamalntuk mengukur potensi
seringkali tidak realistis yakni hanya didasarkaadg keinginan untuk senantiasa
menaikkan pajak daerah, itupun dengan estimasi genggkali tidak akurat tanpa

melihat aspek lain yang mempengaruhi keputusaahats

b. Pembahasan
1) Pertumbuhan Penerimaan Pajak berdasarkan Jenisnya

Pemerintah Kota Baubau sampai dengan saat ini rnr@agembilan jenis pajak

daerah yaitu; pajak hotel, pajak restoran, pajdurain, pajak reklame, pajak
penerangan jalan, pajak mineral bukan logam damabatea perolehan hak atas
tanah dan bangunan, pajak bumi dan bangunan (P&mB)djak parkir. Berbagai

jenis pajak di atas dapat dijadikan indikator tiaglpertumbuhan pendapatan
daerah di Kota Baubau yang dipengaruhi oleh sgéinis pajak tersebut, hal ini

dapat dilihat pada Tabel 4 berikut ini :
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Tabel 4.Rata-rata Pertumbuhan Penerimaan Pajak berdsarkan Jenis Pajak

Daerah Kota Baubau, Tahun 2014 — 2016 (dalam %)

No Jenis Pajak Daerah Tahun Anggaran Rata-
2014 2015 2016 | Rata (%)

1 PajakHotel 16,8¢ 27,1 17,4¢ 20,4¢

2 Pajak Restoran 54,58 27,00 160,32 80,63

3 Pajak Hiburan 55,00 20,45 382,66 152,70

4 Pajak Reklame 22,01 2,08 20,55 44,64

5 Pajak Penerangan Jalan 13,10 12,51 15,23 13,61

6 Pajak Mineral Bukan Logam dan 65,94 (5,73) 0 20,07
Batuan

7 Bea Perolehan Hak Atas Tan 3,51 (3,68 50,1( 16,6¢
dan Bangunan

8 Pajak Bumi dan Bangun: 0 27,4¢ 11,2¢ 19,3¢
(PBB)

9 Pajak Parkir 0 1.571,¢ 124,2" 847,9¢

Sumber :Dinas Pendapatan Daerah Kota Baubau (utddd)d

2)

Berdasarkan Tabel 4 terlihat bahwa setiap jeniskpajaerah Kota Baubau

mengalami pertumbuhan yang sangat variatif. Pertinai setiap pajak daerah
dari tiga tahun pengamatan periode tahun 2014 daskepgan 2016 dengan nilai
rata-rata mulai dari yang terbesar sampai dengag tg&kecil adalah; pajak parkir
(847,94%), pajak hiburan (152,70), pajak restor&0,63%), pajak reklame

(44,64%), pajak hotel (20,49%), pajak mineral bul@am dan batuan (20,07%),
pajak bumi dan bangunan (19,38%), bea peroleharatesktanah dan bangunan

(16,64%), pajak penerangan jalan (13,61%).

Kontribusi Jenis Pajak Daerah

Kontribusi Jenis Pajak Daerah terhadap Total PajakDaerah

Kontribusi setiap jenis pajak daerah akan membaemaggruh terhadap total
pendapatan pajak daerah, yang pada akhirnya akarbawmea pengaruh kepada
total pendapatan asli daerah. Berdasarkan halbtgrsapat dilihat pada Tabel 5

berikut ini:
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Tabel 5. Rata-rata Kontribusi Jenis Pajak Daerah Tehadap Total Pajak Daerah

Kota Baubau, 2014 — 2016 (dalam %)

No Jenis Pajak Daerah Tahun Anggaran Rata-
2014 2015 2016 | Rata (%)

1 PajakHotel 2,5¢ 2,78 2,38 2,5¢

2 Pajak Restoran 7,66 8,31 15,75 10,57

3 Pajak Hiburan 1,39 1,43 5,01 2,61

4 Pajak Reklame 5,53 4,82 4,23 4,86

5 Pajak Penerangan Jalan 44,10 43,07 36,14 41,10

6 PajakMineral Bukan Logam dan Batu 0.38 0,04 - 0,14

7 Bea Perolehan Hak Atas Tanah t 17,3( 14,5¢ 15,5¢ 15,8:

Bangunan
8 PajakBumi dan Bangunan (PB 21,07 24,8z 20,1z 22,0(
9 Pajak Parkir 0,03 0,50 0,82 0,45

Sumber :Dinas Pendapatan Daerah Kota Baubau (uddd)d

Berdasarkan Tabel 4 terlihat kontribusi setiapggmjak daerah terhadap
total pajak daerah sangat bervariasi. Kontribussi-rata setiap jenis pajak daerah
tiga tahun pengamatan yaitu periode dari tahun Z@idpai dengan 2016 mulai
dari yang terbesar sampai dengan yang terkecilabgglajak penerangan jalan
(41,10%), pajak PBB (22,00%) pajak BPHTB (15,82p@&)ak restoran (10,57%),
pajak reklame (4,86%), pajak hiburan (2,61%), pdjatel (2,54%), pajak parkir
(0,45%) pajak mineral bukan logam dan batuan (0)14%

Kontribusi terbesar diberikan pajak penerangamjalisebabkan besarnya
nilai realisasi dibandingkan pajak-pajak daeramnga. Kontribusi terendah
berdasarkan data di atas adalah pajak air tanatdaRaya kontribusi pajak air
tanah ini disebabkan sistem pemungutan pajak m@thtanenggunakan sistem self
assessment dimana pendapatan dari hasil pajalkabdeasdata dan penghitungan
sendiri oleh wajib pajak, hal ini sangat memerlukajujuran dan kesadaran yang
tinggi oleh wajib pajak untuk menentukan dan merabagajaknya sehingga

menyebabkan nilai kontribusi terhadap pendapatagasaendah.

Kontribusi Jenis Pajak Daerah terhadap total Pendaptan Asli Daerah (PAD)
Berdasarkan uraian di atas maka kontribusi jenjakpdaerah akan berpengaruh
kontribusinya terhadap total pendapatan asli daeatanjutnya untuk melihat
seberapa besar kontribusi setiap jenis pajak daerahdap total pendapatan asli
daerah di Kota Baubau dapat di lihat pada Tabelrikit ini:
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Tabel 6. Rata-rata Kontribusi Jenis Pajak Daerah Tehadap PAD Kota Baubau
2014 s.d 2016 (dalam %)

No Jenis Pajak Daerah Tahun Anggaran Rata-
2014 2015 2016| Rata
(%)

1 Pajak Hotel 0,58 1,00 9,93 3,84

2 | PajakRestoral 1,5¢€ 3,0t 6,6t 3,7t

3 PajakHiburar 0,2¢ 0,52 2,12 0,97

4 Pajak Reklame 1,13 1,77 1,79 1,56

5 Pajak Penerangan Jalan 9,00 15,83 15,26 13,36

6 Pajak Mineral Bukan Logam dan 0,07 0,001 - 0,02
Batuan

7 Bea Perolehan Hak Atas Tanah| 3,53 5,24 6,58 5,12
dan Bangunan

8 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 4,30 9,12 8,50 7,31

9 Pajak Parkir 0,007 1,83 3,44 1,76

Sumber :Dinas Pendapatan Daerah Kota Baubau Lap&alisasi Penerimaan APBD, (data diolah)

Dari Tabel 6 dapat dilihat bahwa pajak penerangdanjmemberikan kontribusi
terbesar terhadap total pendapatan asli daerais. Jajak daerah di Kota Baubau
berdasarkan rata-rata selama tiga tahun pengaiyaitarpada periode tahun 2014
sampai dengan 2016 terhadap jenis pajak yang $ecareut-turut memberikan

kontribusi dari yang terbesar sampai dengan yanged# terhadap total

pendapatan asli daerah Kota Baubau adalah; pajaérgpegan jalan (13,36%),
pajak PBB (7,31%)pajak BPHTB (5,12%), pajak ho®iB4%), pajak restoran
(3,75%), pajak parkir (1,76%), pajak reklame (1,36p@&jak hiburan (0,97%) dan

pajak mineral bukan logam (0,02 %).

Identifikasi Jenis Pajak Daerah

Untuk melakukan identifikasi terhadap pajak daedalikota Baubau digunakan
rumus matrik berdasarkan alat analisis overlayhiRergan analisis overlay ini
menggunakan rata-rata pertumbuhan pajak daerahhpertselama 3 tahun yaitu
dari tahun anggaran 2014 sampai dengan tahun amd2016. Penggunaan
perhitungan rata-rata pertumbuhan pertahun selartehih tersebut dilakukan
untuk menyesuaikan dengan data yang dipergunak@amdanalisis overlay.

Berdasarkan perhitungan terhadap setiap jenis pdgekah dapat diidentikasi
melalui klasifikasi terlihat pada Tabel 7 berikuit i
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Tabel 7. Klasifikasi Jenis Pajak Daerah Kota Baubau
Tahun 2014 — 2016

No Jenis Pajak Daerah KLASIFIKASI
2014 2015 2016

1 Pajak Hotel Prima Prima Prima

2 Pajak Restoran Prima Prima Prima

3 Pajak Hiburan Berkembang Prima Prima

4 Pajak Reklame Prima Prima Prima

5 Pajak Penerangan Jalan Prima Prima Prima

6 Pajak Mineral Bukan Logam dan Berkembang Terbelakang Terbelakang
Batuan

7 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Prima Potensial Prima
Bangunan

8 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Prima Prima Prima

9 Pajak Parkir Prima Berkembang Berkembang

Sumber :Dinas Pendapatan Daerah Kota Baubau Lap@alisasi Penerimaan APBD, (data diolah)

Dari Tabel 7 di atas dapat dilihat bahwa klasififasis pajak daerah Kota Baubau
tahun 2014 yang masuk kategori prima yaitu pajalelh@ajak restoran, pajak
reklame, pajak penerangan jalan, pajak hak ataghtdan bangunan, pajak bumi
dan bangunan (PBB) dan pajak parkir. Sedangkan yamaguk kategori
berkembang yaitu pajak hiburan danpajak minerabbukgam dan batuan. Pada
tahun 2015 yang masuk kategori prima yaitu pajatelhgajak hiburan, pajak
restoran, pajak reklame, pajak penerangan jalanpdgek bumi dan bangunan
(PBB). Sedangkan yang masuk kategori berkembartg pajak parkir sedangkan
kategori terbelakang yaitu pajak mineral bukan togdan batuan sedangkan
masuk kategori potensial terdapat pada bea peroldtek atas tanah dan
bangunan. Pada tahun 2016 yang masuk kategori prama pajak hotel, pajak
hiburan, pajak restoran, pajak reklame, pajak @emgam jalan, bea perolehan hak
atas tanah dan bangunan dan pajak bumi dan bangBB®). Sedangkan yang
masuk kategori berkembang yaitu pajak parkir sekkamgkategori terbelakang
yaitu pajak mineral bukan logam dan batuan kareertumbuhan dan kontribusi
<1.
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4. KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dalam penulisan skripsi ini duaebagai berikut yaitu untuk
tahun 2014 yang masuk kategori prima yaitu pajaelhpajak restoran, pajak reklame,
pajak penerangan jalan, bea perolehan hak atak tErabangunan dan pajak bumi dan
bangunan (PBB). Dan kategori berkembang yaitu phajalran dan pajak mineral bukan
logam dan batuan. Sedangkan tahun 2015 yang madeagdki prima yaitu pajak hotel,
pajak restoran, pajak reklame, pajak hiburan, ppgierangan jalan dan pajak bumi dan
bangunan (PBB). Dan kategori berkembang vyaitu pagpkkiran. Dan kategori
terbelakang yaitu pajak mineral bukan logam daodratDan kategori potensial yaitu bea
perolehan hak atas tanah dan bangunan. Sedangkentaimun 2016 yang masuk kategori
prima yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak aeld, pajak penerangan jalan, bea
perolehan hak atas tanah dan bangunan dan pajak dambangunan (PBB). Dan
kategori berkembang yaitu pajak parkir sedangkatedaai terbelakang yaitu pajak

mineral bukan logam dan batuan karena pertumbuaarkahtribusi 1.

5. SARAN
Adapun saran yang diberikan penulis untuk DinasdReatan Kota Baubau adalah:(1)
optimalisasi pada pajak potensial untuk meningkatRendapatan Asli Daerah (PAD)
Kota Baubau; (2) melalui pendapatan atas entitgekopajak jangan sampai ada
kebocoran sehigga mengakibatkan kerugian pajak adaegyang mengakibatkan
berkurangnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Baubtan (3) dari hasil perhitungan
analisis overlay dapat diketahui pertumbuhan damtrimusi jenis pajak daerah di Kota
Baubau sebagian besar teridentifikasi berkembang wabelakang. Hal ini perlu
dilakukan peningkatan menjadi pajak daerah yangastau potensial. Peningkatan untuk
yang berkembang dilakukan peningkatan kontribusiatgap total pendapatannya seiring
dengan tingkat pertumbuhan total pendapatan masasing jenis pajak daerah.
Peningkatan untuk yang terbelakang melalui penitagkaertumbuhan dan kontribusi

seiring dengan peningkatan total pendapatan masasjng jenis pajak daerah.
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